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1. PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Pelaksanaan suatu pekerjaan dapat 
diamati dan diukur dengan melihat kinerja 
yang telah dihasilkan sebagai bentuk evaluasi 
atas keberhasilan dan kegagalan seseorang 
atau organisasi dalam menjalankan tugasnya. 
Penilaian kinerja dapat dilakukan di berbagai 
bentuk pekerjaan dan jenjang organisasi, 
termasuk pada organisasi sektor publik. 

Kinerja organisasi sektor publik di 
Indonesia digambarkan sebagai organisasi 
yang tidak produktif, tidak efisien, rendah 
kualitas, miskin inovasi dan kreativitas serta 
sering dibanjiri berbagai kritikan, sehingga 
perlu penilaian serta pengukuran kinerja yang 
lebih intensif dan dilakukan secara kontinu. 
Salah satu pelaksanaan fungsi manajemen 

yang dinilai dapat mendukung peningkatan 
kinerja adalah melaksanakan pengawasan. 

Pengawasan merupakan suatu proses 
dalam menetapkan ukuran kerja, menilai dan 
mengoreksi pelaksanaan pekerjaan agar 
sesuai perencanaan. Pengawasan bersifat 
mengarahkan atau mengendalikan yang 
dilaksanakan berupa pemeriksaan, penilaian, 
pengujian, pengontrolan dan pengevaluasian 
kinerja serta mengadakan sejumlah koreksi 
dan perubahan yang diperlukan. 

Dalam menjalankan pemerintahan di 
Indonesia, pengawasan merupakan unsur 
penting dalam rangka peningkatan tugas 
pemerintah dan pembangunan. Pengawasan 
mengalami perubahan paradigma seiring 
ditetapkanya pelimpahan wewenang melalui 
desentralisasi dan otonomi daerah.  Kinerja Inspektorat dalam Pengawasan terhadap 
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Pengawasan dilaksanakan oleh Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang 
meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, 
Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi, dan 
Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai fungsi 
dan wewenang yang berpedoman pada 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 

Pengawasan APIP melalui Inspektorat 
Kabupaten/Kota mencakup keuangan daerah 
yang bersifat preventif untuk mencegah 
penyalahgunaan, penyelewengan keuangan 
daerah sehingga dapat mengurangi potensi 
temuan serta pengelolaan secara akuntabel 
dan transparan agar memacu perkembangan 
pembangunan, menentukan kesejahteraan 
masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan 
yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. 

Tugas dan fungsi pengawasan juga 
dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Ngada 
dengan eksistensi dan rekam jejak yang patut 
diperhatikan dan ditinjau lebih lanjut. Dalam 
pelaksanaan pengawasan keuangan daerah 
oleh Inspektorat kabupaten Ngada, umumnya 
masih terdapat masalah yang timbul yakni; 

Pertama, penyelesaian tindak lanjut 
pengawasan yang belum dapat dilakukan 
secara menyeluruh sehingga masih banyak 
orang dan SKPD tertentu yang belum 
menyelesaikan urusannya secara tuntas. 

Kedua, Adanya campur tangan Bupati 
Ngada dengan mengeluarkan pernyataan 
keras melaporkan para oknum yang masih 
memiliki utang daerah menjadi peringatan 
secara tidak langsung pada pihak inspektorat 
karena dianggap kurang tegas mengabil 
keputusan dalam menjalankan tugas dan 
menindaklanjuti temuan hasil pengawasan. 

Ketiga, kelalaian, kurang tegas, dan 
lengahnya perhatian terhadap pengawasan 
keuangan daerah membuat Bupati terjerat 
kasus penerimaan suap terkait proyek jalan 
melaui Operasi Tangkap Tangan (OTT). 

Keempat, peran inspektorat melemah 
dan tidak berdaya dalam bertindak tegas 
terhadap penyimpangan keuangan daerah 
oleh Bupati karena kedudukannya berada di 
bawah kepala daerah dan bertanggungjawab 
kepada Sekretaris Daerah. 

Kelima, jangkauan tugas inspektorat 
yang luas serta keterbatasan kemampuan 
SDM, sarana dan prasarana serta fasilitas 
penunjang/pendukung kinerja. 

Adapun sejumlah permasalahan yang 
timbul dan terjadi tersebut dipengaruhi oleh 
keseluruhan proses pengawasan keuangan 
daerah yang telah dilaksanakan Inspektorat 
Kabupaten Ngada. Dengan demikian, yang 
menjadi sorotan adalah bagimana kinerja 
Inspektorat dalam menjalankan pengawasan 
keuangan daerah. Untuk melihat dan menilai 
kinerja tersebut, perlu dilakukan analisis dan 
pengukuran kinerja. 

 
2. KAJIAN PUSTAKA 
Kinerja Organisasi Sektor Publik 
 Secara etimologis, kinerja berasal dari 
kata prestasi kerja (performance). Menurut 
Moeheriono (2012: 96), kinerja merupakan 
hasil kerja yang dapat dicapai dalam suatu 
organisasi baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif, sesuai kewenangan, tugas dan 
tanggung jawab yang dilakukan secara legal 
sesuai moral dan kode etik. Penilaian kinerja 
merupakan kegiatan evaluasi dari hasil kerja. 
Pasalong (2013: 182) mengartikan penilaian 
kinerja sebagai bentuk evaluasi keberhasilan 
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atau kegagalan seseorang atau organisasi 
dalam menjalankan tugas. Menurut Nawawi 
(2006: 62), kinerja dikatakan tinggi apabila 
suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat 
waktu. Kinerja menjadi rendah apabila 
pekerjaan diselesaikan melewati batas waktu. 

Lembaga Administrasi Negara (2003:3) 
menyebutkan bahwa kinerja organisasi sektor 
publik merupakan gambaran akan tingkat 
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, 
program atau kebijakan yang ditetapkan 
dalam mewujudkan sasaran tujuan, misi, dan 
visi organisasi. Penilaian kinerja pemerintah 
di Indonesia menurut Keban (2000: 2) masih 
didasarkan pada paradigma birokrasi klasik 
dengan sistem dimana kinerja diukur dari 
kemampuan lembaga pemerintah mendanai input hingga seberapa jauh mengikuti proses 
dan memenuhi target, tetapi minim perhatian 
pada pencapaian output dan tujuan. 

Menurut Direktorat Aparatur Negara 
Bappenas (2006: 14), pengukuran kinerja di 
lingkup instansi pemerintah meliputi penilaian 
kinerja individu, kelompok, institusi, kinerja 
pada pelaksanaan program atau kebijakan. 
Mardiasmo (2009: 125) menekankan bahwa 
untuk melakukan pengukuran pada kinerja 
dibutuhkan indikator kinerja yang kemudian 
akan dibandingkan dengan target kinerja atau 
standar kinerja. Menurut Mahsun (2006: 31-
32), pengukuran kinerja pada organisasi 
publik dapat dilakukan dengan menggunakan 
indikator-indikator kinerja berupa; Masukan (Input), Proses (Process), Keluaran (Output), 
Hasil (Outcomes), Manfaat (Benefits) dan 
Dampak (Impacts). Kelima Indikator kinerja 
tersebut digunakan sebagai pisau pembedah 
penelitian yang menjadi dasar penilaian pada 
kinerja Inspektorat Kabupaten Ngada. 

Pengawasan 
Pengawasan merupakan suatu fungsi 

manajemen yang dijalankan untuk menjaga 
pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan 
tujuan (Handayaningrat, 1996: 150). Menurut 
(Sarwoto, 2010: 34), pengawasan bersifat 
dinamis, mengandung unsur mengendalikan 
pekerjaan agar terlaksana sesuai rencana 
dan hasil yang dikehendaki. George R. Terry 
dalam (Sukarna, 2011: 110) juga memberikan 
penjelasan bahwa pengawasan dilakukan 
dengan tujuan untuk menentukan apa yang 
ingin dicapai, mengevaluasi, dan menerapkan 
tindakan korektif apabila diperlukan. 

Robert J. Mockler dalam (Handoko, 
2011: 360) mengartikan pengawasan sebagai 
suatu usaha sistematik untuk menetapkan 
standar pelaksanaan dengan tujuannya, 
merancang sistem informasi dan feedback, 
membandingkan kegiatan dengan standar 
yang ditetapkan, menentukan dan mengukur 
kesalahan/penyimpangan serta mengambil 
tindakan koreksi apabila diperlukan. 

 
Inspektorat Kabupaten/Kota 

Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai 
salah satu APIP menjadi lembaga yang 
bertanggung jawab terhadap pengawasan di 
lingkup kabupaten/kota sebagai peran dasar 
yang menjadi acuan kelanjutan pengawasan 
ke lingkup lebih tinggi dengan melaksanakan 
fungsi pengawasan berupa perencanaan 
program pengawasan; perumusan kebijakan 
dan fasilitas pengawasan; serta pemeriksaan, 
peninjauan, pengusutan, penilaian, pengujian 
pada tugas pengawasan. Inspektorat menjadi 
unsur pengawas dan auditor internal yang 
mempunyai tugas pada pengawasan umum 
pemerintah daerah yang mencakup kebijakan 
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pemerintah daerah, peraturan daerah dan 
peraturan kepala daerah serta tugas lain oleh 
kepala daerah. Pengawasan juga dilakukan 
pada penyelenggaraan tugas dan fungsi 
SKPD yang didanai APBD serta semua hal 
berkaitan dengan masalah keuangan dan 
aset milik daerah.  

Titik berat pengawasan yang dilakukan 
mengarah pada tindakan preventif bersifat 
mencegah dengan tidak dimaksudkan untuk 
mencari kesalahan dan menetapkan sanksi 
atau hukuman, melainkan untuk mengetahui 
kenyataan pelaksanaan pemerintah daerah 
oleh SKPD. Pengawasan yang dilakukan 
mengarah pada terciptanya akuntabilitas dan 
transparansi dalam pengelolaan keuangan 
serta memperkuat dan menunjang efektivitas 
sistem pengendalian intern pemerintah. 
 
3. METODE PENELITIAN 

Penelitianoini dilakukan menggunakan 
metode kualitatif deskriptif. Hal ini dipilih atas 
dasar pertimbangan melihat fenomena dan 
observasi yang dilakukan. Jenis penelitian ini 
merujuk pada proses penyajian data secara 
sistematis dan akurat mengenai fakta yang 
terjadi di lapangan untuk dikupas secara lisan 
maupun tulisan dengan lebih mengutamakan 
proses dibandingkan hasilnya. Hal ini sesuai 
tujuan dan arah penelitian ini yakni untuk 
meninjau, menganalisis dan memaparkan 
penilaian terhadap kinerja Inspektorat dalam 
pengawasan keuangan daerah di Ngada. 

Pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara dengan informan yang meliputi 
Inspektur, Inspektur Pembantu Wilayah, Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian 
Perencanaan dan Keuangan, Auditor serta 
SKPD yang diperiksa (Desa Uluwae I). 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum Objek Penelitian 

Inspektorat Kabupaten Ngada terletak 
di Jalan W.R. Soepratman, Kota Bajawa. 
Inspektorat menjalankan tugas dan fungsi 
pengawasan keuangan yang diatur pada 
Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 
Daerah. Adapun Visi Insepektorat Kabupaten 
Ngada, yakni, “Terwujudya penyelenggaraan 
pemerintah yang bersih, berkualitas melalui 
peningkatan pelayanan pengawasan dan etos 
kerja”. Visi tersebut dilaksanakan melalui 2 
tujuan utama yakni meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan pemerintah daerah serta 
meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur 
pengawas. Kedua tujuan utama tersebut 
memiliki sejumlah sasaran dengan didukung 
oleh indikator kerjanya masing-masing yang 
dijabarkan ke dalam suatu Rencana Strategis 
(Renstra) tahun 2016-2021. 

 
Analisis Hasil Temuan 

Berdasarkan hasil penelitian kemudian 
dilakukan analisis berdasarkan teori kinerja 
organisasi sektor publik menurut Mahsun 
(2006: 31-32) yang terdiri atas enam indikator 
berupa Masukan (inputs), Proses (process), 
Keluaran (outputs), Hasi (outcomes), Manfaat (benefits) dan Dampak (impacts). 

1. Masukan (Inputs) 
Indikator masukan (inputs) ini diukur 

dengan melihat kondisi ketersediaan sumber 
daya manusia, pendanaan/keuangan, waktu 
pelaksanaan, kondisi gedung, sarana dan 
prasarana pendukung, teknologi serta input 
lainnya dalam pelaksanaan pengawasan. 
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Inspektorat terdiri atas 1 unit bangunan 
meliputi seluruh ruangan yang digunakan 
setiap pegawai sesuai jabatan dan fungsinya. 
Gedung Inspektorat saat ini sudah cukup 
dalam mendukung dan memenuhi kebutuhan 
untuk jumlah pegawai, tetapi kondisinya 
belum cukup memadai. 

Adapun jumlah SDM (perangkat dan 
aparatur) Inspektorat sebanyak 31 orang 
dengan pemegang jabatan struktural 14 
orang dan pemegang jabatan fungsional 17 
orang yakni 5 pengawas pemerintah daerah 
dan 12 auditor. Secara kuantitas, ini dinilai 
masih belum cukup memadai. Jumlah auditor 
dan pengawas pemerintah daerah (P2UPD) 
yang ada belum mencukupi untuk menjawab 
semua persoalan. Selain itu, Inspektorat juga 
membutuhkan tenaga khusus ahli dalam 
bidang akuntansi, teknik dan hukum karena 
dengan kekurangan tenaga khusus cukup 
membebani kerja para auditor dan P2UPD. 
Kekurangan ini dikarenakan sejak tahun 2010 
Pemda Ngada tidak menerima pengangkatan 
PNS. Ini membuat fokus peningkatan SDM 
dialihkan melalui diklat dan pelatihan baik 
bagi pegawai jabatan fungsional maupun 
pegawai struktural sejak tahun 2011. 

Ketersediaan input berupa kendaraan 
masih terbatas antara lain roda 4 sebanyak 2 
buah dan roda 2 sebanyak 3 buah, tetapi 
dapat diganti dengan biaya perjalanan dinas. 
Selain itu, sarana dan prasarana pendukung 
sudah cukup lengkap, tetapi secara kuantitas 
masih terbatas dengan pemakaian secara 
bergantian yang memakan banyak waktu. 
Khusus laptop/komputer hanya sebanyak 4 
unit dan itu tidak mencukupi dibandingkan 
jumlah pegawai dan intensitas pemakaian 
sehingga harus dimiliki secara pribadi. 

Input lainnya adalah keuangan untuk 
mendukung kinerja yang bersumber dari 
APBD Kabupaten Ngada dengan dana yang 
diberikan masih tergolong terbatas sehingga 
mempengaruhi penyusunan, distibusi dan 
alokasi anggaran dengan mengutamakan 
prioritas. Namun, itu sudah mencukupi dalam 
mendukung biaya operasional Inspektorat. Input lainnya yaitu mengenai waktu. 
Umumnya, pemeriksaan dibuat berdasarkan 
jadwal pada PKPT. Pelaksanaan jadwal tidak 
sepenuhnya selesai tepat waktu, bergantung 
pada keadaan yang terjadi di SKPD, jumlah 
anggota tim pemeriksa, obrik, kelengkapan 
sarana dan prasarana, serta kesiapan SKPD 
melengkapi data-data yang akan diperiksa.  

Jadwal dalam PKPT tidak selalu dapat 
menjamin pemeriksaan dan pengawasan bisa 
berjalan sesuai rencana karena proses yang 
terjadi di lapangan tidak dapat diprediksi dan 
bisa menimbulkan perubahan jadwal pada 
PKPT. Selain itu, ada kegiatan yang belum 
terakomodir dalam PKPT seperti pengaduan 
masyarakat. Pengaduan perlu diidentifikasi 
lebih lanjut serta dibuat survei pendahuluan 
untuk menghindari kekeliruan informasi.  

Penyusunan PKPT disesuaikan pada 
Renstra 2016-2021 dan target pelaksanaan 
yang telah dirancang sebelumnya. Namun, 
tidak semua hal yang ada dalam PKPT 
dilaksanakan sesuai Renstra dan tidak 
semua Renstra dimasukkan dalam PKPT 
karena penyesuaian yang harus dilakukan. 

2. Proses (Process) 
Indikator proses (process) ini dapat 

diukur dengan melihat bagaimana kecepatan, 
ketepatan, akurasi, efektivitas dan efisiensi 
dari pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan 
pengawasan keuangan daerah. 



 6 

Proses tersebut berkaitan dengan 
keseluruhan tindakan yang diawali persiapan 
dengan menyesuaikan jadwal pada PKPT 
sesuai kondisi yang terjadi. Selanjutnya 
dibentuk tim pelaksana 5 hingga 6 orang. Tim 
melakukan survei pendahuluan, kemudian 
mempersiakan dokumen yang memuat bahan 
pemeriksaan, aturan serta kendali mutu yang 
baik. Selanjutnya Inspektorat mengkonfirmasi 
pada SKPD terkait rencana kegiatan terkait 
serta garis besar dan agenda kegiatan pada 
SKPD seperti yang dilakukan pada Desa 
Uluwae I satu minggu sebelum kegiatan yang 
digunakan untuk waktu persiapan. 

Setelah melalui persiapan, tim dapat 
mulai menjalankan proses pemeriksaan dan 
pengawasan. Ada 3 aspek yang diperhatikan 
yaitu kondisi keuangan dan penggunaannya; 
administrasi pertanggungjawaban; serta uji 
fisik. Pemeriksaan dilakukan secara terpadu, 
teliti dengan memperhatikan etika perauditan, 
aturan-aturan dan kendali mutu yang baik 
serta menggunakan standar audit dari AAIPI. 
Profesionalisme dan keadilan dijunjung tinggi. 
Setiap orang dalam tim diberikan tugas dan 
tanggungjawab pada bidang tertentu. Namun, 
tidak menutup adanya saling bantu di antara 
tim sebagai bentuk kerjasama yang baik. Tim 
membutuhkan dukungan melalui keterlibatan 
dan kerja sama yang baik dari SKPD terkait.  

Waktu pemeriksaan dimulai pada jam 7 
pagi. Pemeriksaan bahkan dilanjutkan hingga 
jam 9 atau 10 malam apabila diperlukan. 
Cepat dan lambatnya tergantung pada jumlah 
pemeriksa, obrik, kelengkapan sarana dan 
prasarana, serta persiapan SKPD.  

Saat pemeriksaan tim dikunjungi para 
petugas khusus yang melakukan monitoring 
untuk memperhatikan kinerja, kontrol pada 

tim pemeriksa, melakukan bimbingan dan 
mengecek kelengkapan dan keabsahan data 
milik SKPD. Monitoring juga dapat dilakukan 
inspektur, tetapi perannya mengarah pada 
kegiatan bimbingan. 

Selama proses pemeriksaan, terdapat 
beberapa kendala seperti pihak yang diaudit 
kadang tidak ada atau tidak bisa berada di 
tempat karena telah pindah tugas, memasuki 
masa pensiun atau sudah meninggal dunia. 
Menghadapi ini, tim memberikan kesempatan 
kepada pimpinan SKPD mencarinya dan 
bertanggungjawab. Selain itu, SKPD terkait 
mempersiapkan data dan dokumen yang 
kurang lengkap atau keabsahannya masih 
diragukan serta yang diperiksa kadang 
kurang siap atau mengalami keterbatasan 
SDM sehingga komunikasi sedikit lebih sulit. 
Kecenderungan SKPD mengganti jabatan 
juga membingungkan saat pemeriksaan. 
Tambahan waktu yang dibutuhkan dalam 
proses pemeriksaan juga dapat menimbulkan 
pergeseran rencana/jadwal kegiatan lainnya.  

Menanggapi setiap kendala, maka 
hambatan yang berkaitan langsung dengan 
SKPD dapat diatasi melalui komunikasi yang 
baik dengan pimpinan SKPD atau pribadi 
bersangkutan. Di sisi lain, hambatan yang 
relatif berat dapat diserahkan pada Inspektur 
untuk dikoordinasikan dengan Bupati dan 
pimpinan SKPD terkait. 

3. Keluaran (Outputs) 
Indikator keluaran (outputs) ini diukur 

dengan sesuatu yang diharapkan langsung 
dicapai dari pemeriksaan dan pengawasan 
keuangan berupa hasil pemeriksaan pada 
SKPD yang telah dicatat dan diidentifikasi 
secara teliti dengan butki yang legal dan 
disusun menjadi suatu bentuk laporan. 
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Output dari proses pemeriksaan adalah 
berupa LHP. Data-data pemeriksaan dicatat 
dan dicocokkan dengan bukti pendukung, 
disusun menjadi suatu laporan sistematis dan 
terstruktur dengan memperhatikan standar 
audit AAIPI sesuai ketetapan SPIP nasional 
serta ketentuan yang telah disepakati dalam 
lingkup intern Inspektorat dengan daerah dan 
provinsi serta tuntutan dari berbagai pihak 
dengan turut mempetimbangkan kepentingan 
masyarakat, sehingga LHP dapat memenuhi 
target/sasaran output yang diharapkan dan 
dapat memuat keseluruhan hasil yang bisa 
diterima dan berguna bagi semua pihak. 

Akan ada ruang untuk perbaikan LHP 
melalui ekspos hasil pemeriksaan yakni 
pengecekan kembali data-data pada SKPD 
terkait. LHP disusun tim pemeriksa dengan 
waktu selama 15 hari setelah pemeriksaan. 
Setelah disusun, LHP diterbitkan, diserahkan 
pada pihak berkepentingan dan SKPD yang 
telah diperiksa dengan maksud LHP tersebut 
dilihat, sehingga hasilnya dapat diketahui. 
Inspektorat juga mengharapkan tanggapan 
SKPD apabila terdapat temuan sehingga 
semuanya menjadi lebih transparan.  Dengan 
legalitas pemeriksaan dan LHP yang jelas 
kemudian dapat dipakai sebagai tolak ukur 
dalam pelaporan ke daerah dan proses tindak 
lanjut pada Inspektotat Provinsi NTT dan 
APIP lainnya maupun kepada BPK. 

Berdasarkan rekapitulasi tahun 2018, 
ada perbedaan antara waktu pemeriksaan 
dan pengawasan dengan waktu penerbitan 
LHP, seperti LHP untuk pelaksanaan pada 
bulan April yang baru diterbitkan pada bulan 
Agustus, Oktober dan bahkan Desember. 
Obrik yang paling cepat diselesaikan adalah 
pada 21-30 Mei dengan LHP diterbitkan pada 

25 Juni. Sedangkan obrik yang paling lama 
diselesaikan dilakukan pada 18-26 April 
dengan LHP yang baru diterbitkan pada 13 
Desember. Adapun rata-rata LHP diterbitkan 
3 sampai 4 bulan dari waktu pemeriksaan 
dan pengawasan. Ini jelas berbeda dengan 
ketetuan umum penerbitan LHP. 

Secara umum, ada 2 hal yang dapat 
mempengaruhi lamanya penerbitan LHP. 
Pertama, karena dipengaruhi persoalan yang 
dihadapi pada setiap obriknya. Jika persoalan 
menjadi rumit, membutuhkan penyelesaian 
yang lama, maka LHP yang diterbitkan juga 
akan semakin lama, begitu pula sebaliknya. 
Kedua, karena keterbatasan jumlah auditor 
dan P2UPD serta cukup banyaknya program 
dan kegiatan membuat waktu penyelesaian 
LHP menjadi lebih lama karena setiap orang 
bisa saja menangani beberapa kegiatan 
sekaligus dalam waktu yang singkat sehingga 
fokus pekerjaan dapat terbagi-bagi. 

4. Hasil (Outcomes) 
Indikator hasil (outcomes) dapat diukur 

dengan melihat seberapa jauh setiap produk 
atau jasa dapat memenuhi kebutuhan dan 
harapan serta telah mencerminkan perbaikan 
pada proses setelah output yang mencakup 
kepentingan banyak pihak.  

Hasil pemeriksaan dan pengawasan 
keuangan daerah berkaitan dengan reviu dan 
tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP). LHP 
yang telah diterbitkan tim, akan dilihat dan 
ditinjau lagi sebelum menetukan TLHP. Pihak 
Inspektorat menyampaikan TLHP pada SKPD 
melalui pemberitahuan saat menerima LHP 
dengan pertimbangan mengenai besarnya 
hasil temuan. Apabila jumlah hasil temuannya 
besar maka dilakukan tindak lanjut ke ranah 
yang lebih tinggi oleh pihak berwajib yang 
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mempunyai otoritas dan wewenang seperti 
Kejaksaan, Tipikor atau badan hukum lain. 
Namun, apabila jumlah hasil temuannya kecil 
maka Inspektorat akan memberikan perintah 
pada SKPD untuk menggantinya dengan 
sejumlah uang sesuai besarnya temuan.  

Waktu yang diberikan pada SKPD 
menindaklanjuti temuan adalah selama 60 
hari terhitung sejak diterimanya LHP. Dalam 
jangka waktu tersebut, SKPD harus sudah 
bisa membayar atau mengganti jumlah uang 
sesuai temuan disertai fotokopi transaksi 
dalam rekening sebagai bukti pembayaran. 
Temuan harus dibayar dengan uang pribadi 
bagi pelanggaran atau penyelewengan uang 
yang dilakukan. 

Dalam pelaksanaan TLHP, Inspektorat 
menjalankan kegiatan pengawasan berupa 
monitoring dengan tujuan melihat bagaimana 
SKPD menjalankan TLHP sehingga dapat 
memperingati SKPD membayar TLHP tepat 
waktu karena kecenderungan melupakan dan 
menghindari TLHP. Selain itu, monitoring bisa 
membantu membimbing SKPD jika kurang 
memahami mekanisme pembayaran.  

Dalam beberapa tahun ini sudah ada 4 
kasus penyalahgunaan dana desa dengan 
jumlah yang besar. Ini dikarenakan adanya 
kesalahan fatal terkait administrasi dan ada 
yang dengan sengaja menyelewengkannya. 
Keempat kasus tersebut saat ini sedang 
diproses di Pengadilan Tipikor. 

LHP kemudian akan direviu selama 1 
minggu atau lebih dengan tujuan meninjau 
semua LHP yang disatukan bagi keperluan 
penyerahan data ke APIP di jenjang lebih 
tinggi seperti Inspektorat Provinsi untuk 
pemutakhiran data tindak lanjut. Selain itu, 
hasil reviu juga akan diberikan kepada BPK. 

BPK sebagai lembaga pemeriksa eksteren 
melakukan pemeriksaan keuangan daerah 
kabupaten berdasarkan LHP dan LKPD yang 
telah direviu. Hasilnya akan direkomendasi 
pada inspektorat kabupaten untuk mengukur 
tindak lanjut yang telah dijalani dalam rangka 
pemberian opini. Tahun 2018, Inspektorat 
Kabupaten Ngada mendapatkan status Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. 

Berdasarkan data LKjIP Inspektorat 
Kabupaten Ngada Tahun 2018, pencapaian 
target sasaran meningkatnya tindak lanjut 
hasil pemeriksaan selama 2018 sebesar 
Rp.700.538.307,50 dari total seluruh kerugian 
Rp.13.709.893.335,83 dengan persentase 
sebesar 12,20% dari perbandingan temuan 
yang ditindaklanjuti sebesar 2,44% dari 20% 
target Renstra. Secara persentase jumlah 
TLHP tersebut dapat dinilai sangat kecil dan 
menjadi beban untuk tahun 2019. 

Secara umum, hasil pemeriksaan dan 
pengawasan dinilai sudah cukup baik, hanya 
saja Inspektorat Kabupaten Ngada dinilai 
masih belum sepenuhnya mampu menjawab 
semua permasalahan yang ada di daerah 
Ngada. Ini karena adanya keterbatasan dana 
dan SDM serta banyaknya agenda wajib 
yang tidak mungkin ditinggalkan begitu saja 
sehingga cukup banyak hal yang tidak bisa 
diperhatikan secara menyeluruh. 

Inspektorat juga melakukan evaluasi 
berkala pada akhir kegiatan pemeriksaan dan 
pengawasan. Evaluasi menjadi agenda wajib 
tahunan yang merangkum semua hal sesuai 
PKPT dan Renstra agar diketahui capaian 
kinerja selama 1 tahun dan sampai di mana 
target terlaksana. Hasil evaluasi disampaikan 
pada Bupati Ngada melalui Sekretaris Daerah 
berupa laporan kinerja (LKjIP). Namun, untuk 
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evaluasi kinerja pegawai jarang dilakukan 
karena Inspektorat lebih memfokuskan pada 
bagaimana pelaksanaan serta aspek-aspek 
yang masih kurang, sedangkan peningkatan 
kinerja pegawai bisanya langsung berada 
dalam pembinaan. Instansi yang melakukan 
pembinaan pada Inspektorat adalah BPKP, 
sedangkan yang melakukan pemeriksaan 
adalah Inspektorat Provinsi. 

5. Manfaat (Benefits) 
Indikator manfaat (benefits) ini diukur 

dengan melihat seberapa besar sasaran yang 
dirasakan langsung oleh masyarakat berupa 
tersedianya fasilitas, informasi dan pelayanan 
yang dapat diakses publik atau tujuan akhir 
pelaksanaan suatu kegiatan. Pemeriksaan 
dan pengawasan keuangan daerah memiliki 
manfaat yang dirasakan berbagai pihak. 

Pihak pertama, Inspektorat Kabupaten 
Ngada itu sendiri yakni berkaitan dengan 
terlaksananya visi, misi, tupoksi sesuai target 
yang telah dibuat. Artinya bahwa apabila 
pemeriksaan dilakukan secara baik dan telah 
memberikan manfaat pada peningkatan 
pengelolaan keuangan daerah, maka visi, 
misi dan tupoksi Inspektorat telah terlaksana 
sesuai target. Ini berkaitan dengan kinerja 
Inspektorat. Kinerja yang baik berdampak 
pada pemberian opini dari BPK dengan 
predikat WTP yang secara tidak langsung 
mempengaruhi terciptanya citra positif dari 
daerah dan masyarakat pada Inspektorat 
sebagai salah satu APIP di daerah Ngada. 

Pihak kedua, Pemerintah Ngada yakni 
dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan 
keuangan daerah dan percobaan praktik 
korupsi. Ini juga menjadi alat pengendalian 
intern di lingkup Pemerintah Ngada. Manfaat 
lainnya juga bisa memperbaiki pola pikir para 

aparat pemerintah di setiap SKPD. Pola pikir 
yang baik dan lurus akan membentuk pola 
kebiasaan yang jujur dalam penggunaan 
keuangan daerah. 

Pihak ketiga, SKPD yang diperiksa 
yakni mendapatkan pembinaan, khususnya 
mengenai aturan baru tentang pengelolaan 
keuangan agar bisa dipahami secara baik, 
tidak perlu melakukan kesalahan dan tidak 
terjadi lagi kekeliruan saat nanti diadakan 
pemeriksaan. Ini juga menjadi pembelajaran 
bagi pihak desa agar ke depannya lebih baik 
dalam mengelolah keuangan, lebih hati-hati 
menggunakan uang sesuai dengan pos nya, 
tidak cenderung mengeluarkannya secara 
asal-asalan sehingga meminimaliasir resiko 
menjadi temuan serta dapat mengetahui 
biaya kena pajak pada pos pembelanjaan 
yang terdapat potongan pajak.  

Pihak keempat, masyarakat di Ngada 
yakni berkaitan dengan pengendalian. Artinya 
masyarakat sekarang harus mulai hati-hati 
dalam menggunakan keuangan yang berasal 
dari pemerintah karena jika disalahgunakan 
dapat membawa kesulitan tersendiri. Hal ini 
menjadi fungsi kontrol kepada seluruh bagian 
dan kalangan masyarakat. 

6. Dampak (Impacts) 
Indikator dampak (impacts) ini dapat 

diukur dengan melihat seberapa besar tingkat 
pengaruh yang ditimbulkan oleh pencapaian 
kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan 
pada kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan 
atau kepentingan umum lainnya. Hingga saat 
ini, pemeriksaan dan pengawasan keuangan 
daerah oleh Inspektorat Kabupaten Ngada 
memiliki sejumlah dampak, baik itu dampak 
yang dirasakan secara langsung maupun 
secara tidak langsung.   
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Secara umum, kegiatan pemeriksaan 
dan pengawasan keuangan telah membawa 
dampak positif bagi daerah dan masyarakat 
Ngada yang tampak melalui bagaimana hasil 
dari kegiatan tersebut sudah bisa mengurangi 
tindakan korupsi maupun penyalahgunaan 
keuangan di kalangan masyarakat dan juga 
pemerintah. Dampak ini dinilai cukup baik 
walaupun pada dasarnya masih terdapat juga 
beberapa kasus terindikasi adanya korupsi 
dan penyalahgunaan keuangan. Namun, 
kasus-kasus itu sudah semakin berkurang 
begitu pula dengan penurunan pada tingkat 
kekeliruhan penggunaan keuangan daerah. 

Dampak positif yang juga dirasakan 
bahwa hasil pembinaan Inspektorat pada 
SKPD dan masyarakat desa telah dapat 
membantunya lebih memahami pengelolaan 
keuangan yang baik dan benar sehingga hal 
tersebut juga dapat menjadi bahan masukan, 
koreksi dan perbaikan pada penggunaan dan 
pengelolaan keuangan daerah pada masa 
mendatang. Selain itu, dengan diadakannya 
pemeriksaan rutin membuat masyarakat 
mulai mengetahui dan memahami pentingnya 
pengawasan. Dengan demikian, masyarakat 
dapat mengetahui mana saja hal-hal yang 
melanggar dalam penggunaan keuangan dan 
apa  saja yang menjadi konsekuensinya. 

Itulah beberapa dampak penting dan 
positif yang telah dirasakan sejumlah pihak di 
Kabupaten Ngada. Harapannya adalah akan 
ada dampak positif lainnya yang di kemudian 
hari dapat dirasakan oleh lebih banyak pihak 
di daerah Ngada atas hasil pelaksanaan 
pemeriksaan dan pengawasan keuangan 
daerah oleh Inspektorat Kabupaten Ngada. 
 
 

5. KESIMPULAN 
Kinerja Inspektorat Kabupaten Ngada 

dalam pemeriksaan dan pengawasan dinilai 
baik, efektif, dilakukan secara terpadu, teliti, 
professional, memperhatikan etika perauditan, 
aturan dan  kendali mutu serta menggunakan 
standar audit AAIPI. Ada 3 aspek utama yang 
diperhatikan dalam proses pemeriksaan yaitu 
keuangan dan penggunaannya; administrasi 
pertanggungjawaban; serta uji fisik. Output 
dari pemeriksaan berupa LHP. Jika terdapat 
temuan, maka akan dilanjutkan dengan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan yang kemudian 
direviu dan diserahkan pada Inspektorat 
Provinsi untuk pemutakhiran data. Hasil reviu 
disertai LKPD diberikan pada BPK dalam 
rangka tujuan pemberian opini. Inspektorat 
juga melakukan evaluasi. Hasil evaluasi 
disampaikan pada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah berupa laporan kinerja (LKjIP). 

Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan 
pengawasan, ada beberapa hal yang menjadi 
kendala, hambatan dan masih bermasalah 
hingga saat ini. Kendati demikian, terdapat 
sejumlah manfaat penting yang dirasakan 
oleh Inspektorat itu sendiri, Pemeritah Daerah 
Ngada, SKPD terkait dan masyarakat. Selain 
itu pemeriksaan dan pengawasan membawa 
dampak yang positif bagi banyak pihak. 

 
Saran dan Rekomendasi 
1. Pihak Inspektorat agar selalu membangun 

komunikasi yang baik dengan SKPD yang 
diperiksa sehingga permasalahan terrkait 
ketidaklancaran pada proses pemeriksaan 
dapat ditasi secara bersama-sama.  

2. Pihak Inspektorat dapat memanfaatkan 
waktu secara efisien dalam pemeriksaan, 
pengawasan serta menyelesaikan LHP 
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tepat waktu sehingga dapat mempercepat 
proses tindak lanjut. 

3. Pihak Inspektorat agar lebih intens dalam 
memonitoring TLHP pada SKPD agar bisa 
diselesaikan tepat waktu serta sesering 
mungkin mengevaluasi kinerja pegawai 
sehingga selalu bisa ada perbaikan dan 
kinerjanya bisa ditingkatkan. 

4. Setiap SKPD yang diperiksa agar mampu 
mempersiapkan pemeriksaan secara baik, 
melakukan komunikasi dan kerja sama 
yang baik dengan tim pemeriksa maupun 
yang memonitoring untuk kelancaran. 

5. Pihak Pemkab Ngada agar menambah 
jumlah pegawai baik itu auditor, P2UPD 
maupun tenaga ahli serta memperhatikan 
penambahan pada alokasi dana dalam 
menunjang keseluruhan biaya operasional 
Inspektorat hingga penambahan kuantitas 
kendaraan, sarana prasarana pendukung, 
khusunya unit laptop/komputer. 

6. Bupati dan Sekretaris Daerah diharapkan 
lebih transparan terhadap penggunaan 
keuangan serta LKjIP dan LKPD untuk 
menghindari terjadi kasus penyelewengan 
keuangan lagi oleh Bupati. 

7. Masyarakat Ngada agar secara baik dan 
lebih hati-hati menggunakan keuangan 
daerah maupun negara serta mengambil 
sikap untuk lebih memperhatikan kinerja 
aparat pemerintah di sekitarnya. 

8. Pemerintah Indonesia agar dapat mulai 
meninjau dan mempertimbangkan wacana 
berkaitan dengan kedudukan independen 
terhadap APIP sehingga bisa menemukan 
formulasi yang tepat dalam mengatasi 
sejumlah permasalahan dan pelanggaran 
keuangan oleh kepala daerah. 
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